
ABSTRAK 

Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang 

penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah sehingga terdapat perluasan objek 

pajak daerah dan retribusi daerah serta adanya pemberian diskresi (keleluasaan) dalam 

penerapan tarif. Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah Cukai Rokok. Sedangkan tarif Pajak 

Rokok ditetapkan secara definitif di dalam undang-undang dengan maksud agar pemerintah 

dapat menjaga keseimbangan antara beban cukai yang harus dipikul oleh industri rokok 

dengan kebutuhan fiskal nasional dan daerah. Penerimaan Pajak Rokok sebagian 

dialokasikan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum 

mengenai cukai. Dasar penggunaan pajak rokok adalah, cukai yang ditetapkan pemerintah 

terhadap rokok, tarif pajak rokok disepakati 10% dari cukai rokok. Hasil penerimaan 

sebesar70% untuk kabupaten/kota dan 30% untuk provinsi. "Untuk itu baik bagian provinsi 

maupun kabupaten/kota wajib dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan 

kesehatan masyarakat  

dan penegakan hukum oleh aparat berwenang. Wajib pajak dapat mengajukan surat keberatan 

kepada Gubernur sedangkan surat banding ditujukan kepada pengadilan pajak. 

 

Abstrak        : Perlindungan hukum bagi wajib pajak ( Pengusaha Rokok )  terhadap surat 

ketetapan pajak daerah tentang pajak rokok.  

Ruang lingkup     : Hukum Pajak 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak ... Restu Kusuma Wardhana


	HALAMAN JUDUL
	ABSTRAK
	DAFTAR ISI
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	DAFTAR BACAAN



